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REPUBLI K | NDONESI A

KEPUTUSAN MENTERI ENERG DAN SUMBER DAYA M NERAL

Meni nbang

Mengi ngat
1999 Nonor

NOMOR : 1752 K/ 34/ MEM 2002
TENTANG
PELAKSANAAN | NSPEKSI KETENAGALI STRI KAN

MENTERI ENERG DAN SUMBER DAYA M NERAL,

bahwa dal am rangka nmewuj udkan penyedi aan dan
pemanf aptan tenaga listrik yang andal, anman dan
akrab |ingkungan serta untuk nel aksanakan

ket ent uan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nonor 10
Tahun 1989 tentang Penyedi aan dan Pemanf aat an
Tenaga L'strik dan Pasal 21 Keputusan Bersana
Menteri Energi dan Sunber Daya M neral dan Kepal a
Badan Kepegawni an Negara Nonor 1246 K[ 70/ MEM 2002
tanggal 22 Jul

Normor 16 Tahun 2002 2002
tent ang Pet unj uk Pel aksanaan Jabat an Fungsi onal
| nspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya,
perl u nmenet apkan ketentuan nengenai Pel aksanaan
| nspeksi Ketenagalistrikan dal am suatu Keput usan
Menteri Energi dan Sunmber Daya M ner al

1. Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 (LN Tahun
60,
TLN Nonor 3839);

2.  Undang-undang Nonor 20 Tahun 2002 (LN Tahun
2002 Nornor 94, TLN Nonor 4.226);

3. P,eraturan Penerintah Nonor 1 0 Tahun 1989
(LN Tahun 1989 Nonor 24, TLN Nonor 3394);

4. Peraturan Penerintah Nonmor 25 Tahun 1995 (LN
Tahun 1995 Normor 34, TLN Nonor 3603);

5. Peraturan Penerintah Nonor 25 Tahun 2000 ( LN
Tahun 2000 Nonor 54, TLN Nonor 3952);

6. Keputusan Presiden Nonor 228/ M Tahun 2001
tanggal '@ Agustus @O001;



Kdput usan Menteri Pendayagunaan Apar at ur
Negara Nonor 21/ KEP/ M PANI 412002 tanggal 1 9

April 2002;

KeDut usan Bersama Mpntpri F:nprni rinn -ctvn@-=r
nno -



VEMUT USKAN:
Menet apkan KEPUTUSAN MENTERI ENERG DAN SUMBER DAYA

M NERAL TENTANG PELAKSANAAN | NSPEKSI
KETENAGALI STRI KAN

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Keput usan Menteri ini yang di maksud dengan

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu
yang menyangkut penyedi aan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha
penunj ang tenaga |istrik.

2. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan

sipil, elektronekani k, nesin, peralatan,
sal uran dan peri er gkapannya yang
di gunakan untuk penbangkitan, konversi,
transm t di stri busi, dan pemanf daf an
tenaga listrik.

3. Pemanfaat tenaga |listrik adalah senua
pr oduk atau al at yang dal affi,

pemanf aat annya nenggunakan tenaga listrik
untuk berft7ngsinyal produk atau alat

tersebut.
4. Kesel amat an ket enagal i stri kan adal ah
segal a upaya at au | angkahl angkah

pengamanan @stalasi tenaga listrik dan
pengamanan penanfaat tenaga listrik untuk
mewuj udkan kondi si andal dan aman bagi
I nstal asi dan kondisi aman dari bahaya
baqi mai i usi a bai k pekerj a maupun
masyar akat  unmum serta kondi si akr ab
| i ngkungan dalam arti tidak nerusak



| i ngkungan hidup di sekitar instalasi
tenaga listrik.

. Pel aksanaan | nspeksi Ket enagal i stri kan
adal ah suat u kegi at anl usaha yang
di t akukan ol eh | nspekt ur

Ket enagal i strikan dengan netoda  baku
unt uk nmendapat kan data dan infornmasi yang
ber hubungan dengan Il mu
ket enagal i stri kan, di mul ai dari t ahap
per encanaan i nspeksi, persiapan inspeksi,
pel aksanaan i nspeksi sanpai evaluasi dan
anal i sis hasif inspeksi.

| nspekt ur Ket enagal i stri kan adal ah
Pegawai Negeri Sipil yang..diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
mel akukan pel aksanaan I nspeksi
ket enagal i stri kan.

. Menteri adalah Menteri yang bertanggung
j awab di bi dang



1 0. Bupati ANal i kota adal ah Kepal a. Daer ah
Kabupat en/ Kot a.
Pasal 2
Pel aksanaan | nspeksi Ketenagalistrikan dil akukan ol eh
| n' spektur Ketenagalistrikan.
BAB 11
| NSPEKTUR KETENAGALI STRI KAN
Pasal 2
(1) | nspektur Ket enagal i stri kan nerupakan pej abat
f ungsi onal yang ber kedudukan sebagai
pel aksana. t ekni s dal am mel akukan I nspeksi
ket enagal i strikan pada Departenen En'ergi dan
Sunber Daya M neral dan Penerintah Daer ah.
(2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagai mana di maksud
dal am " ayat (1) nenpunyai tugas pokok melakukan

I nspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala
berbagai aspek ketenagalistrikan, nengenbangkan

metoda dan teknik inspeksi, nmel aporkan dan
menyebar | uaskan hasil i nspeksi.
Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas pokok sebagai mana di naksud
dalam Pasal 2 ayat (2), |nspektur Ketenagalistrikan
menpunyai fungsi

a. penelitian dokunen yang ber kai t an dengan
pengoperasi an instalasi tenaga listrik, penmbubuhan
t anda kesel amat an, t anda St andar Nasi or al
| ndonesi a (SNI), dan penggunaan sertifikat

konpet ensi ;



b. pengawasan instalasi tenaga |istrik, penerapan
tanda keselamatan dan tanda SN waj i b, dan
penggunaan sertifikat konpetensi;

c. penberian petunjuk, peringatan atau | arangan
ber kai t an dengan
pel aksanaan pengoperasi an instalasi tenaga listrik
yang dapat nenbahayakan manusi a, instalasi, dan
kel angsungan penyedi aan dan penanfaat an t enaga
listrik;

d. nmenyanpai kan | aporan tertulls nengenai hasil
I nspeksi .



a. nel akukan peneri ksaan terhadap dokunen, data,
I nformasi, serta sarana dan prasarana;

b. mem nta keterangan terhadap orang atau badan
usaha;

c. nemasuki daerah instalasi tenaga listrik yang
menj adi obyek i nspeksi ketenagalistrikan;

d. nremnta bantuan kepada instansi terkalt atau
t enaga ahl i unt uk menbant u kel ancar an
kegi at annya,;

e. nenberi pet unj uk, peri ngat an at au | ar angan
ber kai t an dengan obyek I nspeksi
ket enagal i stri kan;

f nmenghenti kan senmentara pelaksanaan izin usaha,
penggunaan sertifikat |laik operasi, penbubuhan
tanda SN, tanda keselamatan, dan penggunaan
sertifikat konpetensi tenaga teknik;

g. neeekonendasi kan kepada instansi yang berwenang

nmener bi t kan izin at au sertifikat unt uk
menghenti kan secara tetap pelaksanaan izin
usaha, penggunaan sertifikat |aik operasi, tanda
SNI, t anda kesel amat an, dan sertifikat

konpet ensi tenaga teknik;

h. nmengi nf or masi kan kepada Penyidi k Pegawai Negeri
Si pi | dan atau Penyidik Kepolisian apabila
di duga ada wunsur tindak pidana di b,:.,ang
ket enagal i stri kan.

(2) Dalam nel aksanakan wewenang, sebagai mana di maksud

dal am ayat
(1) huruf f, Inspektur Ketehagalistrikan wajib
mel apor kan kepada I nst ansi yang ber wenang

mener bi tkan i zin usaha!sertifikat laik,.op@ asi.

Pasal 5



(1)

(2)

| nspektur Ketenagalistrikan sebagai mana di maksud

dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas " |nspektur
Ket enagal i stri kan Pusat , | nspekt ur
Ket enagal i stri kan Daerah Provinsi, dan |nspektur

Ket enagal i stri kan Daerah Kabupat en/ Kot a.

Li ngkup tugas |nspektur Ketenagalistrikan dalam
mel akukan I ns@ksi i nst al asi t enaga [istrik
berdasarkan batas w | ayah, yang ditetapkan sebagai
beri kut :

a. |]nspektur Ketenagalistrikan Pusat nel akukan
I nspeksi ins tenaga |istrik yang beroperasi
berdasarkan izin dari Menteri penerapan tanda
SNI / Tanda Kesel amat an/ Konpet ensi tenaga t ekni k;

b. | nspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi
mel akukan i nsr) eksi



(3) Dalam hal | hspektur Ketenagalistrikan Provinsi dan

(1)

(2)

(3)

(4)

| nspektur Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota telah siap
unt uk nel akukan inspeksi instalasi sesuai persyaratan
yang ditetapkan, kewenangan

| nspektur Ketenagalistrikan Pusat dapat dilinpahkan
kepada Daer ah.

(4) Pehgal i han kewenangan sebagai mana di naksud dal am
ayat (3) dil akukan dengan nengaj ukan per nohonan kepada
Menteri .

BAB |11
ORGANI SAS|
Pasal 6

Susunan organi sasi | nspektur Ketenagalistrikan terdiri
atas seorang Penbi na, seorang Ketua, 2 (dua) orang VKi
Ket ua, seorang Sekretaris, dan Anggota ] nspektur
Ket enagal i stri kan.

Penbi na dan Ket ua | nspekt ur Ket enagal i stri kan
sebagai mana di maksud dalam ayat (1) nmasing-nmasing
dijabat secara ex officio oleh D rektur Jenderal dan
Di rektur yang bertanggung jawab di bi dang ket ekni kan.

Pengangkat an  \Waki | Ketua dan Sekretaris | nspektur
Ket enagal i stri kan ditetapkan ol eh Direktur Jenderal.

Susunan dan tata kerja | nspektur Ketenagalistrikan
Provi nsi dan

| nspektur Ketenagalistrikan Kabupaten/ Kota ditetapkan
ol eh Penerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Pengangkat an dan penberhenti an | nspektur Ketenagalistrikan
di | aksanakan sesuai dengan perat uran perundang- undand@
"yang berfaku.

, ?7AB |V



PELAKSANAAN | NSPEKSI KETENAGALI STRI KAN

Pasal 8



-6-

(2) Pel aksanaan inspeksi ketenagalistrikan dilakukan
dengan nenperhati kan peraturan perundang-undangan yang
beri aku.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan hanya dapat
di | akukan ber dasar kan sur at pe@ nt ah/ t ugas yang
di t andat angani ol eh Ketua | nspektur Ketenagalistrikan
bag! | nspektur Ketenagalistrikan Pusat atau pinpinan
instansi atau pejabat yang ditunjuk bag! | nspekt ur
Ke. tenagal i stri kan Daer ah.

(2) Inspektur Ketenagalist@ ' kan wajib nenyanpai kan hasi
i nspeksi
ket enagal i stri kan secara tertulis kepada Ket ua
Inspekt ur
Ket enagal i stri kan bagi | nspekt ur Ket enagal i stri kan
Pusat atau
pi npi nan i nst ansi atau pejabat vyang ditunjuk bagi
| nspekt ur
Ket enagal i stri kan Daer ah Pr ovi nsi at au | nspekt ur

Ket enagal i stri kan Daer ah Kabupat en/ Kot a.

(3) Ke-tua | nspekt ur Ket enagal i stri kan Pusat wajib
menyanpai kan | apor an
tertulis secara berkala nengenai pelaksanaan inspeksi
ket enagal i stri kan kepada Di rektur Jenderal.

Pasal 10
Dal am nel aksanakan i nspeksi ketenagalistrikan, tnspektur
Ket enagal i stri kan Pusat, |nspektur Ketenagalistrikan Daerah
Pr ovi nsi dan | nspekt ur Ket enagal i stri kan Daer ah

Kabupat en/ Kot a dapat sal i ng ber koordi nasi .

Pasal 1 1

Peneri nt ah, Peneri nt ah Provi nsi dan Peneri nt ah
Kabupat en/ Kot a dapat bekerja sama dal am pel aksanaan i nspeksi
ket enagal i stri kan.



BAB V
PEMBI NAAN DAN PENGAVASAN

Pasal 12



(3) Dalam nel akukan pengawasan, Direktur Jenderal,
Qubenur, at au Bupat ! Nval i kot a nmel akukan
peneri ksaan at as di penuhi nya ket ent uan dan
persyaratan i nspeksi ketenagalistrikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan
Ment eri Per t anbangan dan Ener gi Nonor

1899. K/ 09/ M PE/ 1994 tentang Pel aksanaan Pemant auan
Li ngkungan Tenaga Listrik, dinyatakan tidak berl aku.

Pasal 14
Keputusan Menteri ini nmulai berfaku pada tanggal
di t et apkan.
Ditetapkan' di Jakarta
da tanggal 18 Desenber 2002
ri Energi Dan Sunmber Daya M neral
Tenbusan

1 .Menteri Datam Negeri
2. Menteri Kehaki man dan HAM
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan



No ok

o

Menteri Tenaga Keria dan Transm grasi

Ment eri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Kepai d Kepolisian Negara Republik | ndonesia
Sekretaris Jenderal Departenen Energi dan Sunber
Daya M ner al

| nspekt ur Jenderal Departenen Energi dan Sunber
Daya M ner al

D rektur Jenderat Listrik dan Pemanfaatan Ener gi



